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1.1 Latar Belakang Masalah

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang temkngsal beli baik
dalamCivil Law maupun dalan€ommon LawHerodotus menulis bahwa lelang
mulai ada kira-kira tahun 500 SM di Babylon, sekgrherbagai komoditi seperti
tembakau, ikan, bunga, surat berharga, dan yamggpaénting, lelang digunakan
untuk mentransfer aset dari kepemilikan publik kangan pemilikan
swasta/perorangan, sebagai fenomena yang menebitiadari dua dekade ihi.

Sementara itu, lelang dikenal di Indonesia seja81d@engan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yaitu dalsendu Reglemer(Stbl. Tahun 1908
No. 189 diubah dengan Stbl. 1940 No. 56). Samziisg Vendu Reglemerbi
masih tetap dipergunakan sebagai dasar hukum lblemaisarkan Pasal Il Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1845.

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fumgsiciptakan
nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu lgaragnjadi sejumlah uang
dengan nilai obyektif. Lembaga lelang pasti setala dalam sistem hukum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakaPertama, untuk memenuhi kebutuhan
penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyatatyran perundang-
undangan Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradikan
lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan unddaggindalam rangka
penegakan keadilan (law enforcemeKBtiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia
usaha pada umumnya, produsen atau pemilik bendsdpridimungkinkan
melakukan penjualan lelarig.

! Vijay Krishna,Auction Theory(Florida USA: Academic Press, 2002), hal.1.

“Berdasarkan Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945 atimkan bahwa “Segala badan
negara dan perauran yang ada masih langsung beskllama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini.”

% Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelangpaffemen Keuangan

Republik Indonesia Direktorat Jendral Piutang daglahg Negara, Biro Hukum-Sekretariat
Jendral, Jakarta, 18 Februari 2005, hal. 4.
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Untuk memahami tentang lelang, perlu dilihat petager lelang.
Berdasarkan buku Himpunan Peraturan Perundang-gadaRepublik Indonesia

(Engelbrecht) pengertian penjualan umum adalah sebagai berikut.

“Openbare verkoopingen” verstaan veilingen en venimgen van zaken,
walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschng worden met de
veiling of verkooping in kennis gesteloe, dan vetl die veilingen of
verkoopingen toegelaten personen gelegenheid wgedfeven om te
bieden, te mijnen of in te scrijved.”

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sdfsagait:

“Penjualan umum adalah: Pelelangan atau penjuaaang-barang yang
dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yamghgkat atau
menurun atau dengan pemasukan harga dalam samputupe atau
kepada orang-orang yang diundang atau sebelumbgsitdhu mengenai
pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk serta dan diberi
kesempatan untuk menawar harga, menyetujui hamgya disawarkan atau
memasukkan harga dalam sampul tertutup.”

Mengingat pengertian lelang dalawendu Reglemendiuraikan dalam
bahasa hukum yang panjang dan rumit, maka untuk udehkan dan
memberikan pedoman praktis bagi pelaksana lelakgmaikakan definisi lelang
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.@8Rtanggal 23 April
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalayaieberikut:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka uniolum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan ganm@kin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yawi@hdlui dengan
Pengumuman Lelang.”

4 Engelbrecht, op.cit., hal. 922.
® Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republdaksia, op. cit., 1992, hal. 931.

® Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2Gdrtygal 23 April 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1.
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Ditinjau dari sudut lembaga, pelaksanaan lelanmdibnesia berdasarkan
Vendu Reglement masih didominasi oleh Pejabat Igeldelas | dari Kantor
Lelang yang merupakan instansi pemeridtamamun pemerintah telah
memberikan sebagian kewenangan melaksanakan lktpagla Pejabat Lelang
Kelas Il yang berasal dari swasta untuk jenis Igléartentu, khususnya lelang
sukareld.

Penjualan lelang memiliki identitas dan karaktécissendiri, dengan
adanya pengaturan khusus dalam Vendu Reglementumatasar penjualan
lelang mengacu pada ketentuan KUHPerdata mengeahibpli. Berdasarkan
Pasal 1457 KUHPerdata, “jual beli adalah suatugtepsan, dengan mana pihak
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suahemk&aan, dan pihak lain
untuk membayar harga yang dijanjikan. Lelang medgag unsure-unsur yang
berada definisi dalam jual beli, seperti:

a. adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli;

b. adanya kesepakatan antara penjual dan pembelnteti@rang dan

harga; dan

c. adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihekjyal dan

pembeli’

Dengan demikian, lelang termasuk perjanjian judil lierang, karenanya
terhadapnya berlaku syarat-syarat sahnya perjasggerti yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata.

Sedangkan yang memimpin lelang adalah Pejabat ¢féldrelang harus
dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang. Kesepak®tega dalam lelang baru

" Bagir Manan, “Peran Hakim dalam Dekolonialisasiktim” dalam Satjipto Rahardjo,
Wajah Hukum di Era ReformagBandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000)l. 252.

8 purnama Tiora SiantutRerlindunganHukum terhadap Pembeli Barang Jaminan tidak
Bergerak melalui Lelang, cet. KeBandung: CV mandar Maju, 2008), hal. 4 .

° Ibid., hal. 4-5.

1%Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahmjanjien terdiri dari: (1) sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya; (2) cakap untukmingat suatu perikatan; (3) suatu hal
tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.
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terbentuk pada saat pejabat lelang untuk kepemtipgajual menunjuk penawar
yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai lq@dimielang. Jadi jual beli
dalam lelang tidak murni antara penjual dan pemin@imun terdapat intervensi
pejabat lelang.
Dalam lelang, Pejabat Lelang tidak hanya menyaksigang tetapi justru
menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga bob@makta otentik. Risalah
Lelang yang merupakan produk hukum Pejabat Leldamshya sama dengan
akta otentik karena memenuhi syarat-syarat sebsgmiu akta otentik seperti
yang diatur dalam Pasal 1868 BW (KitabUndang-Unddnkum Perdata) yaitu:
1. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pertadrin
Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diangkhtMEnteri Keuangan.

2. Bentuk aktanya telah ditentukan dalam undang-undang
Bentuk Risalah Lelang ditentukan dalam Pasal 37, &h 39 Vendu
Reglement?

3. Setiap pejabat Lelang mempunyai wilayah kerja teute
Pejabat Lelang mempunyai wilayah kerja tertentuua@esvilayah kerja
KP2LN di mana Pejabat Lelang berkedudukan sesumgjadeSurat Keputusan
Pengangkatannya.

Jika dibandingkan dengan akta otentik yang diblett dlotarid®, seperti
berita acara rapat umum pemegang saham perser@k@ akta yang dibuat

! Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menterargam No. 93/PMK.06/2010,
“Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkanysaraperundang-undangan diberi wewenang
khusus untuk melaksanakan penjualan barang setara.

2 Indonesia,Vendu ReglementUndang-Undang Lelang), Staatsblad 1908 No. 189,
Pasal 35.

13 Sebagai perbandingan, akta notaries dikenal ddizenis, yaitu:

1. Abtelijke akta yaitu akta yang dibuatnya karena jabatan, yan@ataris) wajib berbuat dan
bertindak dengan mengerjakan sesuatu atau mergalas&suatu, ini dapat diwujudkan
dengan perbuatan tidak peduli apaah akta ditangat@ioleh notaris sendiri atau ia ikut tanda
tangan. Contohnya adalah berita acara RUPS.

2. Partij akta notaris menerima keterangan kedua belah pihak yerkepentingan, apakah
keterangan dari kedua pihak itu betul atau hanya-pura, akta itu tidak memberi bukti
mengenai kebenaran keterangan tersebut, akan teddailiknya ia membuktikan bahwa
mereka telah memberikan keterangan dan keterangag diberikan itu merupakan suatu
perbuatan hukum, jadi akta tersebut dapat memtarktilejadian perbuatan hukum itu. Akta
atas nama, akta dibuat dihadapan atau disaksika@arisio Jadi kedua pihakyang
berkepentingan sengaja menghadap notaris, supalyagben mereka disaksikan oleh notaris
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notaris pun memenuhi Pasal 1868 BW (KitabUndangdugdHukum Perdata)

yaitu:

1. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pertadrin
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh enertukum dan Hak
Asasi Manusia.

2. Bentuk aktanya telah ditentukan dalam undang-undang
Bentuk akta notaris ditentukan dalam Pasal 38 Ugd#amdang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notatfis.

3. Setiap Notaris mempunyai wilayah kerja tertentu
Wilayah kerja notaris adalah di wilayah propinsiidampat kedudukannya.
Sedangkan tempat kedudukan notaris adalah KabuagterKota'

Namun dalam perkembangannya istilah berita acalande tersebut
berubah menjadi risalah lelang. Sejak kapan peragunstilah risalah lelang
tersebut secara resmi belum diketahui, akan tetdpah risalah lelang itu
menurut Pedoman Administrasi Umum Departemen Kearamartikan sebagai
berikut:

a. Berita acara adalah risalah mengenai suatu pesistesmi dan kedinasan
yang disusun secara teratur dimaksudkan untuk meyapikekuatan bukti
tertulis bilamana diperlukan sewaktu-waktu. Begatzara ini ditandatangani
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatierpaen yang disusun
secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh snbpat dan/atau
pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebag&urden resmi dari
kejadian/peristiwa yang disebutkan didalamnya.

Dari kedua pengertian tentang berita acara damahis@rsebut di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa risalah lelang adadaita acara yang merupakan

dan dari pada itu dibuatkan satu akta. Lihat R.s8o®,Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak
Notaris, Wakil Notaris (Sementarglakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 36-37.

14 Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang N8thdrahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, maka setiap akta notaris terdiri dari §i#a, yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta,
dan akhir atau penutup akta.

5 1bid., Pasal 18.
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dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umten &lang yang disusun
secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh &ejaddang dan para pihak
(penjualan dan pembelian) sehingga pelaksanaamglgi@ang disebut didalamnya
mengikat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PBIR010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, definisi Rishklang adalah berita acara
pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang merupakan akta otentik
dan mempunyai kekuatan pembuktian semptiina.

Klausul Risalah Lelang ditetapkan sepihak oleh HKaritelang, yang
mempunyai bargaining position yang lebih kuat dan pembeli lelang tidak
mempunyai kemungkinan untuk mengubah klausul Risdlalang, sehingga
Risalah Lelang merupakan perjanjian baku atau atakmhtrak'” Seluruh klausul
Risalah Lelang berasal dair Kantor Lelang. Beritmara lelang merupakan
landasan otentifikasi penualan lelang, berita aci@lang mencatat segala
peristiwa yang terjadi pada penjualan leldhg.

Dalam Risalah Lelang tersebut akan disebutkan sSigg@aenang” lelang.
Pembeli yang sudah menjadi pemenang lelang tersebrudasarkan Risalah
Lelang dapat memiliki barang yang dimenangkannysetrit. Walaupun begitu,
masih ada kemungkinan Risalah Lelang dibatalkambRéalan Risalah Lelang
dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertenturtsgu@nya unsur penipuan
dalam lelang, barang dijual bukan oleh pemiliknga,dain sebagainya. Pihak
yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalanlaRishelang tersebut

melalui pengadilan.

'® Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/FMiiR010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 32.

YMariam Darus Badrulzaman menyatakan, perjanjiani ajalah perjanian yang isinya
dibakukan berbentuk formulir. Dalam perjanjian balewsebut, klausul dari perjanjian telah
ditetapkan sebelumnya secara sepihak oleh pihaf satu yaitu pihak yang menentukan karena
mempunyabargaining positiordi atas pihak lainnya. Sedangkan menurut Sutan R&atydeini,
perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir silddausul-klausulnya sudah dibakukan oleh
pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak maygithak untuk merunding atau meminta
perubahan. Dikutip dari buku Purnama Sianturi, 6al.

%M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdaskarta:
Gramedia, 1994), hal. 187.
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Menurut Dr. Purnama Tioria Sianturi, S.H., M. Hurdalam pembatalan
lelang berdasarkan putusan pengadilan, maka asas tydak terlihat dalam
pelaksanaan pembatalan lelang oleh putusan peagaddalah asas kepastian
hukum hak pembeli lelang dan keseimbangan antas leepastian hukum hak
pembeli lelang dan keseimbangan antara asas kapdstikum hak pemilik
barang'® Guna adanya asas kepastian hukum dan asas kesganbaalam
pelaksanaan lelang, maka perlu dipikirkan konsdpuimihukum yang mengatur
bahwa setiap pembeli lelang dianggap beritikad lo@k konsep hukum lelang
tidak dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Di Indonesia, terdapat 4 (empat) lingkungan peaadildi bawah
Mahkamah Agung, yaitu:

1. Peradilan Umum;

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili,nd@amutus perkara

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perapgeundang-

undangan.
2. Peradilan Agama;

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, utusm dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang deeadslam sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Peradilan Militer; dan

Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadan themutus perkara

tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan pexat perundang-

undangan.

% Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas) gahs kebebasan mengadakan
perjanjian, asas konsensualisme, asas kepercagsan, kekuatan mengikat, asas persamaan
hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukusyasal, asas kepatutan, asas kebiasaan.
Lihat di Mariam Darus Badrulzaman, et.a8ompilasi Hukum Perikatan(Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2001), hal. 66.

“Purnama Tiori Sianturpp.cit.,hal. 7-8.

2l IndonesiaUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimab No. 48 Tahun 2009,
LN 157, Pasal 25.
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4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksmaadigé, memutus,

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara skeEsigan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Badan-badan peradilan tersebut di atas mempunyaveri@gan
memeriksa perkara sesuai dengan yang telah ditmtpkraturan perundang-
undangan. Kompetensi (kewenangan) suatu badan ilparashtuk mengadili
suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensif rddait kompetensi absolut.
Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangaggo#an untuk mengadili
suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. §kaarkompetensi absolut
adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili spatkara menurut obyek,
materi atau pokok sengketa. Oleh karena itu, koemsetmengenai pengadilan
mana yang berwenang mengadili perkara mengenaibgedan risalah lelang”
terkait dengan kompetensi absolut pengadilan.

Untuk meneliti mengenai pengadilan mana yang lmepeiensi mengadili
perkara mengenai Risalah Lelang, akan dilihat [@d@erputusan Mahkamah
Agung. Akan diteliti mengenai pertimbangan Mahkamgung dalam memutus
perkara terkait dengan Risalah Lelang. Salah satuspn Mahkamah Agung
Republik Indonesia adalah Putusan No. 47 K/TUN/1%8@ggal 26 Januari
1998 oleh majelis hakim Sarwata, S.H., German Ho#d|S.H. dan Th. Ketut
Suraputra, S.H. Kaidah hukum dalam putusan iniadddRisalah Lelang bukan
merupakan keputusan Badan/Pejabat TUN tetapi miampherita acara hasil
penjualan lelang barang tereksekusi, sebab tidak weurBeslissingmaupun
pernyataan kehendak dari pejabat kantor lel&hg”.

Jika memang benar Risalah Lelang bukan objek Keputurata Usaha
Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memplkoyapetensi untuk
mengadili perkara tersebut. Pada praktiknya masihydk ditemui perkara
mengenai pembatalan risalah lelang diterima di Béitgn Tata Usaha Negara.
Padahal pada Pengadilan Tata Usaha Negara dikesaispdismissal.

%2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensihkhmah Agung-Republik
Indonesia. Jakarta: Oktober 1998, hal. 537.
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Dalam hukum acara tata usaha negara dikenal siddh yaitu prosedur
dismissal. Menurut Soemaryono dan Anna Erliyanap$Bdur dismissal atau
prosedur penolakan adalah suatu proses penel@ihadap gugatan yang masuk
ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap Ketélgh prosedur administrasi)
yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usahaaidel Dalam rapat
permusyawaratan ini Ketua Pengadilan memeriksatgoggang masuk, apakah
gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimiata dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan apakah memang tekmagwenang
Pengadian Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. anbal rapat
permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang mekamuslengan suatu
penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangamp®atigan bahwa gugatan
yang diajukan tidak dapat diterima atau tidak beada

Jika ada perkara mengenai Risalah Lelang yang ikgaedan diadili di
Pengadilan Tata Usaha Negara, berarti perkarabtgrdelah lolos dari proses
dismissal. Disamping itu, telah ada yurisprudensahkamah Agung yang
menyatakan ahwa risalah lelang bukan merupakan KT@sh karena itu, perlu
diteliti lebih lanjut pengadilan maka yang mempuny@&wenangan untuk
memeriksa perkara mengenai pembatalan risalahglétasebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judus tgemng dipilih adalah
“Tinjauan Hukum mengenai Kompetensi Absolut Pengaddalam memeriksa
dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang (skadus: beberapa putusan

Mahkamah Agung)”.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tklabikan di atas,
maka pokok permasalahan dalam tesis ini dapatidamwraebagai berikut.
1. Apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan TatadJSaigara?
2. Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dagadii@ngugatan

mengenai Risalah Lelang?

%3 Spemaryono dan Anna ErliyariBuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha
Negara, cet. ke-{Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hal. 43.
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1.3. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tpgraglitian ini adalah:
1. Mengetahui dan memahami apakah risalah lelang rakampkeputusan tata
usaha negara atau tidak.
2. Mengetahui pengadilan mana yang berwenang memedéa mengadili

gugatan mengenai Risalah Lelang.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedomanargnicara-cara
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan mamahiéngkungan-
lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif karena berbasis padaissahorma hukum, yaitu
analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agukagitt dengan pengadilan
yang berwenang memeriksa perkara mengenai risalaingl.

Sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adpéatelitian deskriptif
karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran séepsh mengenai fakta
dan permasalahan yang berhubungan dengan penéiitfarselain itu, penelitian
ini juga menggunakan tipologi penelitian preskfifgtirena bertujuan memberikan
jalan keluat® berhubungan dengan ketidak-pastian mengenai pisgaghng
berwenang memeriksa perkara mengenai risalah lelang

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inishddata sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustdk&ata sekunder atau data

dari bahan pustaka terdiri dari:

24 Sperjono SoekantdPengantar Penelitian HukunJakarta: Ul-Press, 1986), hal. 6.

% Sri Mamudiji,et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukuf@gepok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4

%% |bid.

" Ibid., hal. 6.
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1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memikkikuatan
mengikat di masyarakat berupa peraturan dasarstsépalang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturaandgldan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isimgmjelaskan
bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, dandapat ahli mengenai teori
lelang dan hukum tata usaha negara.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang isimyanjelaskan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekubddam hal ini
digunakan kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yaemberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer daanbhukum sekunder.
Bahan hukum tersier ini digunakan untuk memberik@mgertian mengenai
istilah yang digunakan dalam bahan hukum primeriddran hukum sekunder.
Alat pengumpul data yang digunakan adalah studiuchen. Studi
dokumen dilakukan di beberapa tempat, seperti géaRaan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, perpustakaan pusat Uniasrditdonesia, dan mengakses
data melalui internet. Studi dokumen dilakukan @engara membaca, mencatat,
mengutip, membandingkan, dan menghubungkan bahambhukum sebagai
data sekundef®
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka daikah dengan cara
sebagai berikut.
1. Pemeriksaan, yaitu mengedit data secara telitikumenemukan keabsahan
data dan untuk menghindari terjadinya kesalahaam yhtg dikumpulkan.
2. Kilasifikasi, yaitu mengumpulkan data yang telahagat berdasarkan pokok
bahasannya masing-masing untuk menghindari kesalphagelompokan
data.

%8 |bid.
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3. Pengorganisasian, yaitu mengurutkan data yang tlaimpulkan sesuai
dengan pengelompokannya agar tidak terjadi kesaltdrapat dan sesuai
dengan sistematika bahasan.

Data yang telah diolah tersebut kemudian diarsaiscara kualitatif, yaitu
memberikan arti dan menginterprestasikan padapselzda yang telah diolah
kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat igessstematis dan logis untuk
memudahkan penarikan kesimpulan. Penggunaan maiadisis secara kualitatif
didasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dagarg berbeda antara satu
dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuarfittat;

2. Sifat dasar data yang dianalisis adalah menyelcomprehensivejlan
merupakan satu kesatuan yang buylalistic). Hal ini ditandai dengan
keanekaragaman datanya serta memerlukan informasg ynendalam
(indepth informationj’

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara dedwaitu dari hal-hal
yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara whtsrhadap permasalahan
yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara gemalisis pengertian atau
konsep-konsep umum mengenai pembatalan risalatglelan sistem peradilan di
Indonesia. Kajian terhadap konsep yang bersifatranersebut akan dianalisis
secara khusus dari putusan Risalah Lelang danupanaimengenai hukum acara
perdata dan hukum acara tata usaha negara, seefrpa-peraturan terkait

lelang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dilakukamunet bab dan sub-bab.
Untuk selanjutnya skripsi ini akan dibagi ke daldima bab sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:

29 Chai Podhista, “Theoritical, Terminological, antiilBsophical Issue in Qualitative
Research”, dalam Attiget.al. A Field Manual on Selected Qualitative Research hdds
(Thailand: Institute for Population and Social Rast, Mahidol University,1991), hal.7.
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1. Bab Pertama

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari limdpgab, yaitu:
Latar Belakang Masalah;
Pokok Permasalahan;
Tujuan Penelitian;

Metode Penelitian; dan

® o 6 T o

Sistematika Penulisan.

2. Bab Kedua
Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teokaierdengan pokok
permasalahan serta pembahasan atas pokok pernaastdatebut. Bab ini terdiri
dari empat sub-bab, yaitu:
a. Tinjauan Umum tentang Lelang
b. Kewenangan Pengadilan
c. Tinjauan beberapa Putusan Mahkamah Agung tentesajaRi Lelang
d. Risalah Lelang Bukan Merupakan Obyek Tata Usahafdeg
e. Pengadilan yang Berwenang memeriksa dan mengadijatgn
tentang Risalah Lelang
3. Bab Ketiga
Bab ini berisi penutup yang terdiri dari dua sulb;bgaitu kesimpulan dan

saran.
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